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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA 
YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SENJATA API REPLIKA 

(AIRSOFT GUN) TANPA IZIN BERDASARKAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN 

ASAS LEGALITAS 
 

ABSTRAK 
 

Asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, dalam 
asas tersebut ada larangan untuk menggunakan dalam menentukan suatu tindakan 
merupakan tindak pidana yaitu analogi. Namun dalam prakteknya ada putusan-
putusan hukum yang menggunakan analogi untuk menentukan suatu tindakan 
pidana, seperti dalam Putusan No. 75/Pid.sus/2017/PT.Plk, dalam perkara tersebut 
jelas terjadi kekosongan hukum yang dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang 
mengatur secara khusus mengenai kepemilikan senjata api replika (airsoft gun) 
tanpa izin, sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut hakim 
melakuakan penemuan hukum (Recht vinding) yang dasarnya adalah  dengan 
menganalogikan definisi senjata api replika (airsoft gun) dengan definisi senjata 
api, sesuai dengan yang diatur dalan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1951, walapun pada kenyataannya definisi senjata api replika 
(airsoft gun)  dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dengan 
definisi senjata api dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 1951 sangat berbeda. 

Untuk menyelesaikan masalah diatas, penulis melakukan penelitian secara 
studi kepustakaan, dengan mengumpulakan data sekunder, yang terdiri dari 
peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan kasus-kasus pidana yang 
melibatkan senjata api replika (airsoft gun), kemudian data tersebut dikaitkan 
dengan permasalahan larangan penggunaan analogi dalam menentukan suatu 
tindakan pidana. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa diperlukannya ketentuan-ketentuan 
tertulis baru di dalam Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai 
senjata api replika (airsoft gun) yang di dalamnya harus mengandung sifat 
perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan 
Perlindungan hukum refresif (pemaksaan/Saksi). 
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JURIDICAL REVIEW AGAINST GIVING CRIMINAL SANCTION GIVEN TO 
THE OWNER OF A REPLICA FIREARMS (AIRSOFT GUN) WITHOUT 
PERMISSION BASED ON INDONESIA OF REGULATIONS WITH THE 

LEGALITY PRINCIPLE 
 

ABSTRACT 
 

The legality principle is a fundamental principle in criminal law, in that 
principle there is a prohibition to use in determining an act is a criminal offence 
that is an analogy. But in practice there are legal decisions that use an analogy to 
determine a criminal act, as in the verdict No. 75/Pid. SUS/2017/PT. Plk, in the 
case of a void of law that is said to be the absence of a specific rule of law governing 
the possession of replica firearms (airsoft gun) without permission, so to overcome 
the vacancy of the law judge made the invention of the law (Recht vinding)which is 
based analogy of the definition of firearms replica (airsoft gun) with the definition 
of firearms, in accordance with Emergency Law No. 10 of 1951, Although in fact 
the definition of a replica firearms (airsoft gun) in Police Regulation No. 8 of 2012 
on The supervision and control of firearms for sports purposes with the definition 
of firearms in the Emergency Law  No. 12 of 1951 is very different. 

To overcome the above problem, the authors conduct research in the study of 
literature, by collecting secondary data, which consists of laws, literatures, and 
criminal cases involving a replica firearms (airsoft gun), then the data is associated 
with the problem of prohibition on the use of analogy in determining a criminal act. 

The results showed that is required the new written provisions in the 
legislation that govern specifically concerning the replica firearms (airsoft gun) in 
which must contain the nature of the legal protections are the protection of the Law 
(prevention) and the protection of the Law of Refresif (compulsion/witness). 
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